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Pengawasan Lingkungan Hidup

– Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang

dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup



Aspek yang diawasi

– Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan
– Izin PPLH (Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber Air,

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan
sementara Limbah B3, Izin pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah

– Pengendalian Pencemaran Air
– Pengendalian Pencemaran Udara
– Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
– Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
– Pengelolaan Sampah



Kriteria Pengawasan

TAAT Telah melaksanakan dan melaporkan
seluruh aspek (Dokumen Lingkungan/Izin
Lingkungan, Pengendalian Pencemaran
Udara, Pengendalian Pencemaran Air dan
Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

TIDAK TAAT Belum melaksanakan seluruh aspek sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan



Sasaran Pengawasan (80 Usaha dan/atau Kegiatan
20 Peserta Properda)

TAAT 28 Usaha dan/atau Kegiatan

TIDAK TAAT 72 Usaha dan/atau Kegiatan



Permasalahan/Pelanggaran yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

a. memiliki Izin Lingkungan tetapi sudah tidak sesuai dengan
kondisi faktual

b. belum melaksanakan sepenuhnya pelaksanaan ketentuan
yang tercantum dalam matrik RKL-RPL/UKL-UPL

c. belum menyampaikan pelaporan pelaksanaan yang tercantum
dalam matrik RKL-RPL/UKL-UPL kepada Kepala DLH
Kabupaten/Kota, DLHK DIY dan Kementerian LHK secara
periodik setiap 6 bulan sekali



Aspek Pengendalian Pencemaran 
Air

a. belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber 
Air (Kendala di Kabupaten/Kota proses penerbitan Izin 
melibatkan beberapa Instansi)

b. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu (beberapa 
parameter air limbah melebihi BMAL yang 
dipersyaratkan)

c. belum melakukan pencatatan swapantau harian 
meliputi debit atau pH harian air limbah



a. masih ada perusahaan yang belum memasang alat ukur 
debit di Outlet IPAL

b. beberapa pelaku usaha belum melakukan pengelolaan 
air limbah yang dihasilkan

c. beberapa perusahaan belum memasang Koordinat titik 
pengambilan sampel di Outlet IPAL

d. belum menyampaikan laporan pemantauan kualitas air 
limbah beserta pencatatan debit, pH harian air limbah 
kepada Kepala DLH Kabupaten/Kota, DLHK DIY dan 
KLHK secara periodik setiap 3 bulan sekali



Aspek Pengendalian Pencemaran 
Udara
a. belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara periodik

setiap 6 bulan sekali
b. belum melengkapi sarana prasarana pada cerobong emisi (Lubang

sampling, tangga pengaman)
c. belum memasang Kode dan Koordinat Titik penaatan pada sumber

emisi
d. belum menyampaikan laporan pemantauan kualitas udara (ambien dan

emisi) secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada Kepala DLH
Kabupaten/Kota, DLHK DIY dan KLHK secara periodik setiap 3 bulan
sekali

e. parameter analisa udara ambien tidak sesuai dengan yang tercantum
dalam matrik RKL-RPL/UKL-UPL



aspek Pengelolaan Limbah B3

a. belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan

Penyimpanan Sementara Limbah B3

b. belum menyimpan manifest LB3 lembar ke#3 dan k#7

c. belum memiliki salinan perizinan pengelola lanjutan Limbah B3

(rekomendasi Izin pengangkutan dari KLHK, Izin pengangkutan

dari Dishub, Izin Pengolahan/pemanfaatan/penimbunan dari

KLHK)



d. belum melakukan identifikasi dan pencatatan terhadap jenis dan 

volume Limbah B3 yang dihasilkan

e. jenis Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak lain (pengelola 

lanjutan) tidak sesuai dengan izin yang dimiliki oleh pihak lain

f. TPS Limbah B3 belum memenuhi ketentuan teknis sesuai Kepka 

Bapedal No. 1 Tahun 1995 anta lain (belum memasang label & 

simbol pada kemasan, belum memasang log Book, belum 

memasang SOP tanggap darurat & SOP Penyimpanan Limbah B3)



g. Belum menyampaikan pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara

periodik kepada Kepala DLH Kabupaten/Kota, DLHK DIY dan

Kementerian LHK melalui Online SIRAJA Limbah



hambatan perusahaan

– Belum memiliki SDM yang benar-benar menangani

pengelolaan lingkungan (misal HRD merangkap sebagai

pengelola lingkungan)

– masih banyak persepsi bahwa Izin Lingkungan hanya

persyaratan administrasi sehingga tidak melihat

kewajiban yang harus dilaksanakan dalam Izin tersebut.



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

– Rekomendasi Sanksi Paksaan Pemerintah sebanyak 12 

Surat Rekomendasi

– Draft Rekomendasi Sanksi Paksaan Pemerintah sebanyak 

25 Rekomendasi

– Draft Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 10 

Surat




